
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi dan Dampak dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Pencatatan Nikah 

dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Ilir Barat II Kota Palembang  

yaitu pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya yang 

mana biaya nikah diatur dengan 2 pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila 

dilaksanakan di KUA dan jam kerja KUA, dan Rp.600.000,- 

(enam ratus ribu rupiah) bila akan dilaksanakan di luar KUA dan 

di luar jam kerja KUA. Dampak diterapkannya PP Nomor 19 

tahun 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah tidak membuat 

keraguan dan mendapat respon baik dari masyarakat sehingga  

terlihat perbandingan tahun 2013 sebelum adanya PP PNBP 

terdapat 2 pelaksanaan perkawinan dan ditahun meningkat lebih 

banyak menjadi 26 pelaksanaan  perkawinan yang dilakukan di 

KUA dan jam kerja KUA setelah adanya PP PNBP. Dengan 
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diterapkannya PP PNBP tersebut sangat menolong bagi calon 

pengantin yang tergolong tidak mampu secara ekonomi dan juga 

bagi keluarga yang tidak mempunyai tempat  tinggal yang 

memadai untuk pelaksanaan perkawinan. 

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Pencatatan Nikah 

dan Rujuk di Kantor Urusan Agama dari pertimbangan Hukum 

yang digunakan Pemerintah dalam menetapkan PP Nomor 19 

Tahun 2015 apabila ditinjau dari hukum Islam telah sesuai 

dengan tujuan dari maqasid al syari’ah yaitu menjaga harta dari 

jalan yang tidak benar karena sebelum diterapkannya peraturan 

ini kemudharatan adanya pungutan liar dan pemasangan tarif 

pencatatan nikah yang dilakukan oleh oknum penghulu. Maka 

dari itu pemerintah lebih mengedepankan kemaslahatan umat 

didalam membuat kebijaksanaan dibidang apapun, seperti halnya 

dibidang pencatatan nikah. PP Nomor 19 tahun 2015 ini sebagai 

jalan untuk  menanggulangi hal-hal yang bisa memudharatkan 

atau menyulitkan salah satu pihak maka dari itu kemudharatan 

haruslah dihilangkan karena Islam telah mengajarkan cara-cara 
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yang  baik agar manusia mencari harta dengan jalan yang 

dibenarkan oleh Allah SWT supaya terjaga hartanya dari jalan 

yang tidak benar. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka menjadi saran penulis 

adalah: 

1. Hendaknya kepada KUA agar dapat mengoptimalkan PNBP 

biaya nikah guna menunjang pembangunan nasional sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Diharapkan kepada masyarakat hendaknya mengetahui 

perkembangan isu sosial yang terjadi. Perlunya mencari berita 

terbaru akan hal peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

Negara, khususnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dalam Pelayanan Pencatatan Nikah dan 

Rujuk. 
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C. Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia 
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Tentang Keuangan Negara. 
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penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
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tentang Ketentuan Umum Pajak. 
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2003-tentang-keuangan-negara. 
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